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Menimbang 8. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidéan khususnya pendidikan formal
di Kabupaten Buru Selatan diperukan perhatian dan dukungan dan semua pinak uniuk
membuka Pendidikan Sekclah Dasar (SD) MEGERI 17 MAMROLE
b. Bahwa uniuk maksud fersebut dan gesual studi kelayakaan, maka dipandang periu
unfuk membenkan izin operasional pada Sekolah Dasar (S0} MEGERI 17 NAMROLE .
c. Bahwa bardasarkan partimbangan sshagaimana of maksud pada point a dan b diatas, ,__v 19620807
maka perlu ditetapkan dengan kepulusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru ]
Selatan.
Mengingat 1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Tembusan dsampakan Kepada i
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Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Neomer 50 Tambahan Lembaran Megera 3. Kapala UPTD Pendicikan Kecamatan Namrole di Namrole
Repubilik Indonesia Nomor 3844): 4. Amip,
3. Undanmg-udang Momor 33 Tahun 2004 femtang Perimbangan Kewangan Anfara
Pemerintah Pusal dan Daerah |
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momar 25 Tahun 2000 tentang kewenangan

daerah dan kewenangan provinsi sabagai desrah otonom (Lembaran Megera Republik
Indonesia Momor 3925) ;

5. Undag-undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Masional (Lembaran
Megera Momer 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Megera Indonesia Momor 33590}

6. Peraturan Permerintah Momor 30 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional
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B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 27 tahen 1990 tentang Pendidikan
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diubah dengan Peraturan Pemenntah Repubik Indonesia Momor 54 tahun 1993 lenfandg
Pendidikan PraSekolah (Lembaga Megera Republik Indonesia Momaor 3762)




